STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN PRODUK HUKUM/INFORMASI HUKUM PADA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 08/ORT.06-Kpt/5203/
KPU-Kab/XI1/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN PRODUK
HUKUM/INFORMASI HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK :  bahwa untuk memberikan acuan dan kepastian langkah kerja bagi pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam melakukan penayangan
produk hukum/informasi hukum pada JDIH, maka diperlukan SOP.

Dasar hukum penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur mengenai SOP penayangan produk hukum/informasi hukum pada JDIH di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional;

d. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013
tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

f.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;




CATATAN

Selain dasar hukum tersebut, dalam menetapkan SOP Penayangan Produk
Hukum/Informasi Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, juga mengacu
pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan

penetapan SOP terdiri atas lembar petunjuk umum, SOP dan flowchart SOP

Penayangan Salinan Produk Hukum dan Abstraksinya/Informasi Hukum pada
JDIH.




